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o mewer/yéaﬂ ‘pendekatan sistem” (systemic approach) terhadap penberantasannya. .
‘Berbicara mmgemz korypsi tidak sekedar pemidanaan saja, tapi bagaimana keby yjakan

Pendahuluan

* Permasalahan korupsi tidak
menjadi monopoli negara-negara
berkembang, tetapi sudah menjadi
gerakan ‘rutinitas semua Negara
untuk melakukan pemberantasan-
nya, bahkan disadari kita semua
bahwa ‘ombat to corruption” layaknya
nyala api lilin, sekali waktu terjadi
minimalisasi perbuatannya, lain
waktu menimbulkan gejolak dan
reaksi masyarakat yang cukup
keras, namun api ini seolah kuman

& SEREE T EE e E Hukm Pidana menghadapi mwﬂbfe crime ter.reérz;t

yang udak pernah padam, karenanya
sangat terkesan membicarakan
problematika kotupsi dari kajian
akademis, meski pendekatan-
pendekatan empiris sangat me-
nunjang pembaharuan substansi
perundangnundangan tersebut. |
Topik dengan judul ‘?{eykzbaféﬂ
Bisuis dan Komitmen Penegak Hufkaum
dalam Mewnjndlean Supremasi Hukum”
tampaknya bersifat limitatf meng-
ingat permasalahan penegakan
hukum di Indonesia tidaklah
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sekedar diamati dari sisi substansiel -
perundang-undangan saja, tetapi

juga berkaitan:dengan sistem,
khususnya sistem hukum pidana,

karena L_orupm itu kenyataannya'
telah merusak sistem {destrvicted fo the

SV, z‘ew)

lagi bahwa- Kotupsi merupakan .

W hite Collar Crime dengan petbuatan
yang ‘selalu meﬂgaiaml dinamisasi
modus operandinya dari segala sisi
sehingga dikatakan sebagai invisible
crime yang sangat sulit mepetoleh
prosedural pembukaannya, katenanya
setingkalimemertukan “pendekatan
sistenm’ (g/ﬂ‘emza approach) tethadap
pc_mberantasan_nya Berbicara
mengehai korupsi tidak sekedar
pemidanaan saja, tapt bagaimana
kebijakan Hukum Pidana meng-
hadapi invisible crime tersebut.
Dari judul makalah yang penulis
kermukakan di atas ini agaknya ada
2 (dua) hal yang patut menjadi
perhatian dan sekaligus sebagai
batasan penulisan makalah ini.
Periama, adalah peranan hukum
pidana terhadap perbuatan yang
masuk dalam kategori *sebagai
“Tindak Pidana Korupsi”, batk
yang eksplisitas ada maupun tidak

ada pengaturannya dalam hukom

.:p}.daﬂa posmf di Indonesia.
“Konkritnya, kebijakan penegakan
- hukum apa yang dapat diaplikasi-

kan melalui Hukum Pidana bagi

pencegahan dan penyelesaian/
‘perianggulangan “Tindak Pidana
Korupsi” sebagai White Collar
g Dalam koﬁteks yang kom— CﬂmeKebljalxanPldana sementara
'épiehenmf tdak dapqt dlpungkm__ ini _dﬁl‘—_’??@?mpefgmﬂk%ﬂ Undang-.
undang No, 3 Tahun 1971, Undang-
- undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi maupun Undang-undang
No. 20 Tahun 2001 sebagai
perubahan dari Undang-undang
sebelumnya, tentunya sebagai
sarana maupun alat dalam melalukan
setiap tindak antisipasi perbuatan-
petbuatan tersebut. Kedoa, mengenai
korelasi pendekatan substantif
terhadap antisipasi dengan Tindak
Pidana Korupsi sebagai bahagian
W hite Collar Crime dengan perbuatan
yang multi modus operandinya.

Kebijakan Hukum Pidana
(Materiel), Korupsi & Peran
Penegak Hukum Terhadap
Permasalahan Korupsi

Politik Penegakan Hukum
merupakan terjemahan dari “Law
Eunforcement Policy” dari konsepsi
negara-negara Anglo-Saxon.
Konsepsi makna ‘Poliey” ini telah
diterjemahkan secara gramatikal




odiatas, p nefjemahan maknﬁ_

1 ma; itik ':'-'peran -peran . “dari sub-sis

_'praktis dalam biaangketatanegaraan 3akan men;adl leblh_i-a_ septa_
tik ketatanegaraan. = |
__-masyarakatnya Tanpa peran_'_:';-

-:masyaxakat kebz; akan penegakan

_._maupL.n politi
- Disisilain fma}mna pohcy” ndaldah

& 'tepat dlter;emahkan sebaga: arti
L pohuk” tetapl harus ‘dimaknai -
'sebagal suata | “/éebya/aaﬂ” (be/ezd) |
yang jauh dari permasalahan pohﬂk .

. prakds, (ketatanegaraan) sehmgga

dengan makna suatu kebijakan,

suatu instifusi- yang mdependen
sepern halnya: Polri ini akan
terhindari dard hngkungan pohtlk
prakuS f LR

Memang, sebagai bahagmn

dari social pohcy, kebj al@npcnegakan
hukum ini meliputi proses apa yang
dinamakan sebagai kebijakan
kriminal .atau Criminal Policy.
Konsepsi dari kebijakan penegakan
hukum inilah yang nantinya akan
diaplikasikan melalui tataran
institusional melalui suatu sistem
yang dinamakan Creminal Justice
Systern (Sistem Peradilan Pidana),
karenanya ada suatu keterkaitan

| chaga “Polti?. Peacrjemahasin antar
o ':me_':lmbﬁlkan problematik dan
Loy Lersenchndikalangan_:_.f'__'
i _-'3_-akademzs1 maupun prakum Disatu -
' imana telah kami uraikan
'  bijakan penegakan hukum berupa""""" B

'_5:_'Hukum dengan S;sténd Péradﬂan

bersama-sama dengan peran

Pidana yaltu sub 51stem dan sttcrn}_fﬁ_'- o

'Peradllan Pldana mﬂah yang_f--i-jf_'_'. .

.nantmya akan melaksanakan ke

31_.:_..pencegahan dan penaﬁggulangan T

' chhya suatu ke]ahatan dn"nana__ :

hukum ‘akan’ men]adl t1da1\._;33:

. opumahsns s1fatnya

Apablla kita menengoki}-_iﬁ":_
probiematik kebelakang, Muususnyalf-f 3
peran dan fungm Polri, dalam 5
tataran hngi«.ungan yang lebih luasi : k5
m_aka ‘Kebijakan Pencga_kan

“Hukum yang berada dalaim lingkup

Kebijakan Sestal memang tidak -
akan terlepas permasalahan poligk
praktis terhadap Polri dalam
menjalankan kebijakan penegakan
hukum tersebut.
independensi Polri, meski berada
dalam konsepsi kebijakan sosial,
diharapkan Polr tidak terjebak
dalam tataran politk prakts.

Dengan peran

Kita semua tidak meng-
harapkan adanya Polri dalam

suasana politisasi hukum, sepert
halnya masalah jabatan Kapols




| 'beberapa waktu yang lalu. Polri
sebagai suatu’institusional telah
dapat menempatkan posisi
3in'dé'péﬁ&ensihjfé dengan tidak
melibatkan diri pada persoalan
pohnk belaka, yaml dengan cara
menga)ukan gugataﬁ Judicial Review
atau Hak Uji Materiel terhadap
:Keputusan Preszden (era Gus Dur)

Dalam Keblj akan Penegakan
Hukum Polsi menyerahkan per-
_rna_sa._la_hannya pada Mahkamah
Agung R.I. untuk menentukan
keabsahan IKeppres tersebut.
Inilah (kasus jabatan Kapolti)
sebagai salah satu contoh politisasi
terhadap kébijakan penegakan
hukum yang diartikan secara
menyimpang sebagai penegakan
hukum dalam politik ketata-
negataan .

Dalam tataran penyampaian
makalah ini, Kebijakan Penegakan
Hukum tidak diharapkan adanya
penyimpangan da garis yang telah
ditetapkan oleh TAP MPR No. VII
Tahun 2000 maupun Undang-
undang No. 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara R.1., dan
karenanya topik Kebijakan Penegalan
Hukum akan selalu berhadapan
dengan permasalahan Sistem
Peradilan Pidana (Criminal Jusiice

System). CJS adalah tatatan
implementatif dari pe'rsoiélé;h
keb1 akan penegakan hukum.

_ Selan]umya daiam Kongres
PBB Ke-VII tentang ‘i"mz;efzz‘zafz_qf
Crime and the Treatment of Oj%ﬂderf’
di Milan tahun 1985 telah
d1b1carakan suatu t:erna yang t tldak
klasik sifatnya, yaitu “Dlrn_er;s;
Baru Kejahatan Dalam Konteks
Pembangunan”. Dalam salah satu
hasil pembicaraan tentang “‘dimensi
barw” ini yang memperoleh sorotan
adalah tentang tetjadi dan mening-
katnya “penyalabgunaan kekuasaan
(“abuse of power”). Penyalahgunaan
kekuasaan dalam bidang ekonomi
ini melibatkan pihak-pihak “zpper
economic class™ (seperti misalnya para
konglomerat) maupun “upper power
class” (seperti misalnya pejabat
tinggl) yang melakukan konspitasi
dan bertujuan untuk kepentingan
ekonomi kelompok tertentu,
sehingga pada akhirnya menimbulkan
tindak pidana ekonomi (“eanomic
crime”) dimana tindak pidana
perbankan menjadi salah satu
obyek kriminalisasi tersebut.
Kasus yang telah tergelar adalah
Bapindo, dimana perbuatannya
melibatkan konglomerat (Eddy

Tansil) sebagal upper economic




e class dan pej abat tmggz perbankan

Paza professmnal molator it

'._S.el.ail_u._.:-.xrselakuhan.:p‘?la%lgg,w;a_ﬂ:

. pelanggaran yang tidak dapat atau -
" sulit terdeksi oleh apa.’cat Penegak . '_--'professmnal tldak memenuhl;_”. ;

: hukum, bahkan. perbuatanaya it - ‘rumusan delik yang didakwakan:_":"_. _

i ] sermgkah tidak ter;anghau oleh

“hukum (“ ﬁ'emef beyond the rea&b of
the law’ D sehmgga sermgkah para_
pelakunya ‘dapat’ dengan leluasa

membobol perbankan ‘melalui

tingkat profesional yang dimiliki-
nya. Perbuatan—perbuatﬁn pelakunya
senngkah merugﬂ{an keuangan dan
: perekonomlan masyarakat dan
negata dalam ‘skala yang sangat
besar sehmgga penggunaan aturan-
aturan KUHP1dana yang tet-
kodlﬁkasu 1tupun udak jatang
m_a_sz:h _’pelum dapat menyelesaikan
permaéaléhan_tersebut. Seringkali
aturan-aturan dalam KUHPidana
tiddk dap__;it memenuhi rumusan
delik yang dituduhkan terhadapnya,
artinya perbuatan itu secara formil
tidak melawan hukum (tidak
memenuhi rumusan delik), meskipun
masyarakat dapat menilai tingkat
ketercelaan atas perbuatan yang
dilakukan olehnya adalah amat

tinggi. Perbuatannya terbukti
Yormeel” tidak “wederrechtelyie”,

o pemermtah (Towﬂ cs) selaku ngper = ; S

| : ' _ada.lah“wedenechteh]k” ' Rumusan
:yang demiklan menurut ﬂmu} :
' 'hukum pidana haruslah dlartlhan*_.__"

“ meskipun ma'syaﬁaka't'dan negara

memlamya secara . matenele

_._bahwa perbuatan pelaku yang'-'_'

'terhadapnya ataupun pe:fbuatannyaf o

dtu nyatanya tidak ada aturan

posmfpya ka;:enanya bagi mereka

harus dlbebaskan dari segala"
dakwaan pldana St

~ Dengan mempergunakan_.
konstrukm dati prinsip yang -
demikian itu, pata professional
violator akan bebas dari jeratan
aturan pidana yang menghatgai asas |
legalitas, sebagai bagian prinsip
yang dihargai dalam mene_mpt__ih
karakteristik Negara Huku'rri;.'
“Weke prozected by principle of legalizy”,
demikian para pelanggar bidang
perbankan yang tidak terjangkau
oleh hukum, meskipun perbuatan-
nya yang dianggap merugikan
masyarakat dan negara dalam
skala yang besar. Perbedaan antara
rumusan delik yang terdapat
pengaturannya dalam KKUHPidana
dengan aturan khusus diluar
KUHPidana terletak pada terdapat
atau tidaknya unsur “merugikan
keuangan dan perckonomian




':’\Iasvamkat dan Negqra sebacal
' salah satu syaramya Pada KUHPAdana,
didalam rumusan dchknya tidak

'membemkan rumusan “metugikan

' :kemngan dan perekononmn Negaxa
dan| \/{asyarakat sedangkan aturan
khubus diluar IxUHPldana men-

 cantumkan rumusan meruglhm

-I\eu'mgan dan perekonommn
Negara dan Masyamkat seperﬂ

'contohn}a adalah Undak pidana
korupsi yang tercantum dalam
Undang-undang No. 3 Tahun 1971
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. -

Sudah seharusnya pada tindak

~ pidana korupsi memperoleh

: 'perhf-ttim yang betkaitan dengan

unsur-unsur yang termuat di-

daiamm”e , yaitu :

. bahwapetbuatan yang dilalnakan
ﬁiengan_dung unsur “melawan
hukum”,

£

bahwa perbuatan itu me-
ngandung unsur “kesengajaart
bahwa adanya penyalah-

23

gunaan wewenang berkaitan
dengan jabatan yang melekat
pada dirinya.

4. bahwa perbuatan itu me-
rugikan kenangan maupun
perekonomian Negara dan
Masyarakar.

* Dalam kaitannya antara tindak
pidana petbanlan dengan UU No3
Th. 1971 maupun UU No.3 Th.
1999, maka unsur “welaman bty
inilah yang nantinya dipetgunakan
sebagai sarana antisipasi terhadap
perbuatan-perbuatan yang tidak
terjangkau melalui hukum. Unsur
melawan hukum - dalam undang
undang pemberantasan tindak
pidana korupsi selain mempunyai
pengertian formil, juga mengandung
pengertian materiel sebagai upaya
petluasan menghadapi perbuatan-
perbuatan koruptif yang sangat
sulit memperoleh pembuktiannva,
termasuk perbuatan “money
laundering” dengan memper-
gunakan sarana perbankan yang
mengakibatkan kerugian bagi
masyatrakat dan negara dalam skala
besar, namun demikian penerapan
asas yang demikian harus limitatif,
kasuistis dengan tetap memper-
hatikan keseimbangan kepentingan
sebagai asas perlindungan dalam
Hukum Pidana.

Pada pasal 2 UU No.31
Tahun 1999 jo pasal 1 ayat 1
huruf (a) UU No.3 Th.1971
inilah ditemui rumusan yang
menyebutkan secara tegas dan jelas
unsut “melawan hukum”, sebagai-

mana tetnyata dari bunyi pasalnya,
yaitu :




gantx unsur melakukan kejahatan
| atau.pelaﬂgg_ara_n_ yang identik
dengan pengertian melawan
hukum secara formil, maka unsur
“melawan hukum” dari UU No.3
Th..1971 30 UU No.31 Th. 1999
meliputi. p_;:__ﬁgertian perbuatan
melawan hukum dalam  arti
materiel,! - yang kemudian dikenal
sebagai penerapan asas “materiele
wederrechtelijk” dalam tindak
pidana korupsi, yang di negeri
Belanda sewaktu menerapkan
asasnya dalam perkara perdata dan
pidana menimbulkan pendapat
pro-kontranya.

‘Tujuan menempatkan unsur

“melawan hukum” pada UU No.3

Halaman 9.

Th, 1971 jol UU No. 31Th 19991111-_

2 .";adalah untuk mempermudah.-_'::

geroiehan pembuknan tentang__'_{-_:__ _
'_".'zperbuatan yang: dapat dihukumﬁ.f'_
f"_.? -yaitu memperkayadmsendm atau Sh
-:..3-':'_orang lain ‘atau suatu: bad_ [
_danpada memenuh1 ketentuan =
.'_pembuktlan lebih. dahulu terhadap
'_unsur melakukan ke]ahatan atan

Sl dan palmg lama '.20 (dm pu!;z/ ) tabzm darz:' ':
S denda palzngm!zéz;‘&é 200_000 000 'ﬁ;(dm i

R pelanggaran

nsur melawan hukum dan--' ‘ksudkan oleh UU No24 Ptp .

© pasal 2 UU No31 Th. 1999 ini
S _memuat pengertlan yang cukup__
 luas, a;:ﬂnya selain sebagai peng-

sebagmmana di-i

Th. 1960. Kalimat “untuk mempet-. -
mudah perolehan pembuktian”
inilah sebagai suatu indikasi adanya™
pengakuan ‘fungsi positif dati
prinsip “matericle wederrechtelik”.
- +Unsur perbuatan “melawan
hukum” pada UU No.3 Th. 1971
inilah yang merupakan padanan
atau sebagai penerimaan dari
pengertian perbuatan melawan
hukum yang terdapat pada cabang
Hukum Perdata (melalui Arrest
Cohen-Lindenbaum). Apabila
pada mulanya perbuatan melawan
hukum diartikan sebagai “onwet-
matigedaad”, maka sejak arrest
Coben-Lindenbaum telah terjadi
pergeseran yang momentual dalam
bidang hukum perdata kearah
pengertian “onrechtmatigedaad”.

! Wijono. Tindak Pidana Korupst Di Indonesia. Cetakan Ketiga. Bandung : Alumni. 1986,




Perbuatan melawan hukum
diartikan selain sebagai melanggar
-undang undang (Fwe ) dalam

' aftian tertulis, pula] harus diartikan
: _' masuk dalam cakuban pelanggaran

= _.'terhadap nilai-nilai yang hidup

) '_da_la__m masya:akat Perbuatan

B
. menunjuk pada kriteria perilaku
yang tercela:bagi masyarakat.

‘Kasus Cohen-Lindenbaum ini
memang terlampau sulit pem-
buktiannya. Lindenbaum menggugat
Cohen béerdasarkan pelanggaran
Pasal 1401 BW (Pasal 1365
KUHPerdata), karena perbuatan
Cohen yang mengirim penawaran
harga yang lebih rendah kepada
para langganan Lindenbaum bes-
dasarkan data-data yang diperoleh
dari karyawan Lindenbaum adalah
sebagai pelanggaran terhadap
Pasal 1401 BW. Pengadilan tingkat
pettama menolak gugatan Linden-
baum itu dengan alasan Pasal 1401
BW itu tidak melarang seseorang
untuk memberikan vang atau janji
kepada orang lain, sehingga tidak
ada pelanggaran hak seseorang,
Pergeseran momentual dalam
kasus ini adalah sewaktu Hoge
Raad (Mahkamah Agung Belanda)
membatalkan putusan bawahan dan
langsung memperluas pengertian

perbuatan melawan hukum secara -

matenei yang meliput perbuatan‘_ -

yang bertentangan dengan ke-
wajiban hukum pelaku ataul'
kesusilaan yang baik dan kepatugag:_
dalam masyarakat. Hoge Raad
berpendapat bahwa apabila
peradilan ‘hanya berpatokan pada:
Pasal 1401 BW, maka perbuatan’
Cohen yang tidak patat atau tercela.
itu-tidak terjangkau oleh undang
undang, Atas dasar pertimbangan
asas keadilan, maka meskipun
perbuatan Cohen itu formil tidak
melawan hukum, tetapi dianggap
sebagai tercela {materile adalah
melawan hukum).

Prinsip perluasan arti per-
buatan melawan hukum ini sangat
mempengaruhi dalam bidang
hukum pidana, khususnya sewakin
terjadi kasus “Dokter Hewan” yang
sangat terkenal dan kontroversiil
1. Memang harus dimaklumi akan
sikap kontroversiil dati para ahl
hukum pidana di Belanda itu,
mengingat Belanda sangat ketat
menganut asas legalitas dengan
keterikatan kodifikatifnya yang
tidak mengenal hukum tidak ter-
tulis dalam menghadapi kenyataan-
kenyataan konkrit pada masyarakat,
apalagi terhadap perkara-perkara
yang tertuang dan tergelar di
peradilan.




e a;:aahhhulmm pldana Belanda
- ;'da t memakluml penerapan asas

R ' per uatanmdawan htﬂcummatene], )

; rﬁ'_'__hamun penggunaannya terbatas
i ﬁanya terhadap fungsi
o ':negatlf ya.ng mempunyal pengaruh

i :_:... :kerﬁbangan'yang saﬁgat cepat dan

. pesat dalam bidang perekonomian,
arah penerapan asas. petbuatan
melawan hukum materiel tetnyata
‘mempengatuhifungsi positif
terhadap kasus-kasus yang mem-
punyai tipologi kejahatan yang
baru. d_a__l_a_fn ~bentuk maupun
_pé:_rb.u_atanny.a. -Jadi, meskipun
suatu ‘perbuatan terbukti-formil
tidak melawan hukum (“formeel
tidak - wederrechtelijk”), tetapi
masyarakat memandangnya sebagai
perbuatan tercela (“materiele
adalah wederrechtelijl””), maka
terhadap pelakunya dikenakan
pemidanaan. Dalam hukum pidana,
apabila: suatu petbuatan terbukti
formil tidak melawan hukum atau
konkritnya bahwa perbuatan dari
pelakunya terbukt tidak memenuhi
rumusan deliknya maupun bila
perbuatan si pelaku tidak ada
aturannya dalam undang undang
(KUHPidana), maka si pelaku

'-: tidah dapat dipidana. berdasark;ﬁ'.} o
asas legalitas. Namun, secara_'_' :

kasuistis. dalam perkara- perkaraj:f.'

';tmdak pidana korupsi, si pelaku_;

yang terbukti formil tidak melawan

‘hukum, tetapi perbuatanny"%ig'_':j :
g terbuku materiel melawan hukum

- “(“matetiele adalah wederrechteh}k”)?_}f -
: 'ataﬁ"élpandang sebagai perbuatan

yang sangat tercela bagi masya-__.'_"“'
rakat, maka pelaku dapat chpidfma i

Daiam hal ini, asas keadilan yang
lebih diutamakan dlbandmgkan :
penerapan prinsip 1eg1]1tas B,

* Pengertian atas penerapan asas .
‘materiele wederrechielijk” meialul
fung31 positif (dalam perkar_a' '
tindak pidana korupsi yang
betsifat kasuistis) bertujuan uniuk -
mempermudah pembuktian dalam |
kasus-kasus yang dihadapi penunni_i_:
umum, khususnya terhadap plé—
langgaran-pelanggaran yang
dilakukan oleh seseorang atau
korporast tetapi tidak terjangkan
oleh hukum atau perbuatannya
tidak ada dalam aturan undang
undang, namun masyarakat meng-
anggap sebagal perbuatan yang
tercela mengingat timbulnya
kerugian bagi negara dan masyarakat
dalam skala besar, sehingga pelaku
dapat dikenakan pemidanaan.




< Asas “materile ederrechtelil”

~yang memberikan kepastian akan
fungsi positif inilah yang dapat
dipergunakan sebagai sikap
antisipasif terhadap perbuatan-
perbuatan:yang dikategorikan
sebagai tindak pidana perbankan,
~tetapi tidak ‘ada aturannya dalam
undang undang, meskipun
' .pe_':n__e':ap'_an' doktrin ini.masih
b_e.;sif_at problematic dan dianggap
sebagai pelanggaran asas Legalitas
dan menimbulkan analogi yang
daIarang dalam Hukum Pidana.
Perbuatan-perbuatan dengan
tipologi baru yang dianggap
sebz;_gﬁi tindak pidana dengan
mexhpergunakan sarana perbankan
ini dapatlah diterapkan asas
petbuatan melawan hukum
materiel melalui fungsi positif,
dalam hal perbuatan iru tidak ada
aturannya dalam ketentuan
normatif-kodifikatif. Termasuk
dengan tipologi indak pidana baru
yang disebut “money laundering”
yang sering mempergunakan
perbankan sebagai sarananya. Asas

“materiele wederrechtelijk” dalam

pemanfaatan positifnya merupakan

salah satu asas yang bersifat
komprehensif, futuristis dan
antisipatif terhadap perbuatan-
petbuatan dengan tpologi baru

“yang masuk dalam kategori tindals
“pidana, tetapi tidak ada aturan

yuridis kodifikatifnya ataupur telah

ddaaturan untik. meiakukan
antisipatifiiya dan seringkali tidak

terjangkau ‘mengingat sulitnya
pembuktian dalam proses: pet-

adilan pidana. Namun dcrmkiéin

pemanfaatan’ pendekatanini

“tidaklah dihardpkan secira

ekstensif, karena selain masih
menimbulkan problematis di-
kalangan pakar Hukum Pidana,
Juga menimbulkan akibat eksessif
terhadap pengakuan asas Legalitas
sebagai rambu negara yang
mengakui pilar The Rule of Law
seperti halnya Indonesia. Penggunaan
asas “maleriele wederrechtelijk” dalam
fungsi positif ini telah ada
irplikasinya melalui perbuatan-
perbuatan yang sangat sulit
pembuktiannya, meskipun criteria
alas an penerapan doktrin ini tidak
jelas, khususnya penyalahgunaan
wewenang dari pejabat yang
betkolusi dengan pengusaha
(“collusion and abuse of power is in
bereen upper public officer and upper
ecoromic class”), contoh klasiknya
adalah kasus Bank Bumi Daya
yang melibatkan salah seorang
Direkturnya yang bernama R.S.
Natalegawa.




o Hu _ um Yang Solutif.

G _-_:'Layaknya penyaklt maka l«.orupsr'

- ini dlkategonlxan sebaga.t penyakit
“ . Aldsj yang. kadat peﬂyembuhannya

. sangat minim ‘dan selalu menjadi .

'_-bahan atau uji coba. ‘bagi pe-
: '-'-nangguhngannya Hasﬂnya pun
- kadang kala sudah.dapat diprediksi
:s_e__caj:_a_':pe_:s_imisistis_, yaim* tidak
 searab dengan kebijaksan masyatakat
u'nt'u'k. 'nig:mb'erantaé;.fkgjfﬁiasi.
Secara ';};bﬁéeptgal, pada konsep
Negara Berkembang, pemikiran
bahwa korupsi ini bahagian dati
kekuasaan menjadi tidak diragukan,
karena ia -korupsi- merupakan
bagian dari sistem itu sendiri,
karenanya ada yang berpendapat
bahwa penanggulangan yang
terpadu adalah dengan memperbaiki
sistem yang ada. Penulis pernah
mengingatkan bahwa:

“Bentnk kejabatan strukinral. inilah yang
menmasukan format Rorupsi sebagat babagian
dari kejabatan yang terorganisir. Korupsi yang

o “.S‘"'.rz‘effzzc Appmacb” Sebagm: E
.-'__-'-Saran' _Alternatzf Penegakan :

peta Kérﬁpm merupakan bentuk:_
'_'i'"’._kej_ahatan:yang sulit: pembukﬁan—._ B
©oonya, bahkan ia - korupsx— tumbuh :

me!anda bampzr.rekfmb a’;mm ind mm{ﬁm&aﬂ o

' ;ég;abm‘aﬂ strakinral yang me! iputi Sistemn,

- organisasi dzm Jtm/étw yang & baik, .éargﬂaig)a .

e _ pe{;z:dmﬂ dan Jemgp.rz ba;ngﬂ me:yad: mefyaa’z_ - _
‘sangat Kstat dalams féw:tekr pm/aﬁ’ﬂ poktz,é

' dan.w.fml”z L o

Art1ku1331 ‘sttem

: "memﬁﬂu makna yang luas & j:_.:'_'.
'_'_-komprehenmf bahLan dapat
”-_dikatakan sabaga; suatu ptoses '

méﬁa_'_dikéniukﬁkaﬁ'di atas sudah,
sebagai bahagian kejahatan

terstruktural yang sangat utuh, kuat

dan permanen sifatnya. “Korupsi® .
sudah menjadi bahagian dari
“sistem” yang ada, karenanya suaj::t_;_'. B
usaba yang maksirnal bagi penegakan
hukum, khusus_nyé pemberantasan
tindak pidana korupsi, harus
dilakukan dengan pendekatan
sistem itu sendiri atau dikenél
dengan istilah “Sysiemic
Approach”, apalagi bila pen-
dekatan sistem ini dikaitkan dengaﬁ_
peranan institusi peradilan yang
sangat menentukan sebagai salah
satu institusi penegakan hukum
dalam proses akhir pembcrantasaﬁ_
korupsi. Sangat sulit untuk
menentukan arah awal dimulainya
antisipasi pemberantasan tindak
pidana korupsi di Indonesia ini.

? Indrayanto Seno Adji, Korupsi &Hukum Pidana. Cetakan 1. jakarta “Prof. Cemar Seno
-Adii, SH & Rekan”. 2001, halaman 236,




"Ke;ahatan yang sudah’ terukur
melalui’ ke;ahatan yang ter-
-'strukturzsaﬁ maupun, kejahatan
yang telah tersisteminasi sangat
sulit untuk menentukan makna
e pemberantasan atau “eliminasi”

‘tethadap perbuatannya i, mungkin

- ‘yang terjangkau sebagai tindak

" antisipasi yang preventif hanyalah
sekedar minimalisasi’ terjadinya
perbuatan koruptif tersebut.
Sungguh, manakala’ kita mem-
bicarakan korupsi dalam konteks
permberantasan dan eliminasi, saat
itulah’ dapat dikatakan korupsi
schagai suaru perbuatan yang beyond
the Jww katena s'angat'suliﬂah kadar
pembuktiannya. Kesulitan pem-
buktian ini disebabkan oleh
multifaktor, antara lain, kekuasaan,
kuatnya pata ewnomic power dimana
pengaruh kekuasaan ekonomi
(konglometat) dan bureancratic power
sebagai kekuasaan umum (pejabat
birokrat) yang dapat dikatakan
telah memposisikan mereka dalam
status beyond the law, sehingga
hukum sering dikatakan sebagai
suatu retorika kekuatan politik
saja. Oleh karena itu, premis dan
logika hukum masyarakat yang
menyatakan bahwa membicarakan
pemberantasan korupsi sama

halnya membicarakan berbagai

kompleksitas penyakit yang tidak
ada penyembuhan medikalnya
dapatlah dibenarkan.

“sistem”
(hukum) ‘mengalami suatu per-
ubahan mendasar. Arah idealistis
SPPini dapat dipahami melalui
sinonimitas pendapat Lawre_nce_
M. ‘Friedman . dalam bukunya
American Law: What is a Legal
Systerns mengenai sistem (hukum).
Sistem, lanjutnya, haruslah ditelagh
sebagai suatu kesatuan yang
meliputi tindakan re-evaluasi,
reposisi & pembaharuan (refortmasi)
terhadap struktur (Structure),
substansi (S#bstance) hukum dan
budaya hukum (Lega/ Culture).
Keterpaduan (“futegrared”) dari
sistem hukum tersebut itu
sclayaknya dilakukan secara

simultan, integral dan patale}.
Systemic Approach ini dapat
sebagai bahan untuk memecahkan

‘Mekanisasi arti

petsoalan hukum (/ga/ issue) atau
penyelesaian hukum (fega/ solution),
maupun pendapat hukum (/ega/
opinion), termasuk permasalahan
korupsi, yaitu :

Pertama, dati sisi structure
(struktur) yang meliputi perbaikan
segala kelembagaan atau organ-
organ yang menyelenggarakan

peradilan sehingga terdapat




.Immmahsasl._tex;admya KKN

".___:..Blrokram trﬁkmr pemdﬂan me- '_

'Lerceia '

2 Persoalan I—Iukum yang ada
__antam lain, berlakunya UU No.35
“Tahun: 1999 tentang. Perubahan
_ Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehaiﬂman khususnya Pasali11,
yaitu permsahan fungsi- adminis-
tratif badan -;p_er_achlan ~darti
_ ekse__kutif _ép_a._tt;_r_ncn Kehaldman
& HAM) kepada Mahkamah
Agung meskl dilaksanakan secata
b_e;:_ta_hap- -:p_a,ling lama 5 tahun,
merupakan salah suatu pemecahan
masalah yang berkepanjangandan
membantu para Hakim menjalankan
fungsi:judisielnya. Kekuasaan

_'adﬁnmstrasi ]udlkatzf

"_Eksternal udak Iagl mcncampun_-j‘__"_ S
-:masalah admlmsttauf yang ber-
i dampak pada penanganan tekm:"'-f'_ .
. dan substantif ]ud131el hakim dalam -

_ '_.men)alankan tugas profesmnzﬂnya."
Perkara yang | ‘betdemensi politik
o dapatdl alankan _sesual hati nurami_":_"' -
: '-'-'pam Haklmnya _ :anpa ada rasa-"__':' _
.f.‘.khawanr eksekutif yang telah._
| '3'--_-33akan men;adl awal perbuatan : '

memisahkan diri-dari fungs1_-'-j_--”

leentuknya suatu’ Komz;z N\
Pembemﬁz‘maﬂ Kornps? yang bersifat
mdependen dankornisi ini memiliki -
kewenangan penyelidikan, p\.nyldlkanl -
dan penuntutan®sebagai 1nst1tus1_
yang memiliki- sinergitas dengan' _
institusi penegakan hukum yang -
sudzh ada (Polisi dan Kejaksaan).
Pula adanya Kowmisi Ombudsman .
Nasiona/ -melalui Keputusz_i:n
Presiden No. 44 Tahun 2000 yang
memberikan peran masyarakat
yang cukup signifikan dalam rangka
menciptakan dan mengembang’kaﬁ'
kondisi yang kondusif tethadap

* . KPK'dibentuk melalui Undang-undang Ne. 30 Tahun 2002 tanggal 27 Désember 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dan memiliki wewenang

" penyelidikan, penyidikan, penuntutan balkan supervisi, koordinasi dan menitoring terhadap
:sinstitusi penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) ini, menurut Prof. Dr. Romh
Atmasasmita, 5.H., merupakan trigger mechanism dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

‘terhadap institusi yang sudah ada Lihat Indriyanto Seno Adji.

“Sekilas Korupsi dan Komisi

- Pemberantasan Korupsi', Cet. 1, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof,
Oemar Seno Adji, SH”, 2003. Halaman 58.

+' Pasal43 ayat (2) Undang—undang No. 31 Tahun 1999 tcntang Pcrnberantacan Tindak Pldﬁﬂﬁ
- Korupsi.




peiaksanaan pemberantasan
.'Ixorupm Kolus: danNepotisme.:

Indonesxa telah melakukan
pendekatan kompafatiF atas
; pembentukan institusi ini dengan
- -negara. lain; seperti Hong Kong
melalui Independence Commission
Anty Corruption, Malaysia
dengan Anii Corruption Agency,
‘Singapura denpan Singapore’s
Corraption Prevention and
Invesiigation. Bureau dan
Muangthai melalui Thailand’s
National Counter Corruption
Commzsszon

Penyelesamn dan Pendapat
I—Iuk_um adalah sebagaimana pen-
jelasan padaunsur ketiga dibawah

- Kedua, substance yang me-
nyangkut pembaharuan terhadap
berbagai-perangkat peraturan dan
ketentuan normatif (legal reformy),
pola -dan kehendak perilaku
masyarakat yang ada dalam sistem
hukum tersebut. Pembahasan
dalam makalah inilah yang mem-
bahas sekilas problernatika dalam
penerapan perundang-undangan
tentang Tindak Pidana Korupsi-

Persoalan hukum pada era
reformasi ini, pembaharuan
terhadap substansi hulkum mengarah
kepada pendekatan kemasya-

rakatan, bukan lagi pada sisi

legalistik formal dimulai dengan
beﬂakunya TAP MPR No. XI/ .
MPR/1998 tentang Penyeleng:
garaan Negara Yang Bersih dan
Bebas KIKN yang di-implementasi-
kan melalui ketentuan UU No. 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggara -
Negara Yang Bessih & Bebas
Dari KKN maupun UU No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan UU
No. 35 Tahun 1999 tentang
Permnbaharan Kekuasaan Kehakiman,
ataupun revisi/pembahatruan ter-
hadap KUHPidana dan KUHAP
serta mempercepat diberlakukan-
nya revisi UU Ant Swvap dan UU
Komisi Pemberantasan Korupsi
yang sekarang sedang dalam proses
pembahasan di Departemen
Kehakiman & HAM, kesemuanya
merupakan perangkat normatif
yang akomodatif dan berorientasi
pada pendekatan masyarakat
dengan menghindarti semaksimal
mungkin segala bentuk intervensi

kekuasaan eksternal terhadap
yudikatif. Juga dengan diberlaku-
kannya UU. No.20 Tahun 2001
tentang Perubahan undang-undang
No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, yang akan dibahas




e :tersendm. khususnya yang ber—
" engan sistemn Pernbahkan

o -:'__.'-dan -.proses beracara yang balk

"-_3-_t1dak sesua1 dengan hehendak
-_Hakun tersebut meneﬂma mutaﬁ
ke ‘daerah yang sangat ]auh dan
rentan dari pusat kekuasaan.
Pernyelesaian dan Pendapat
Hukum :adalah  tidak perln
dﬂakukan seperti contoh tersebut,
namun petlu dicarikan suatu solust
yang bertujuan untuk memperbaiki
c__it_rr_i penegakan hukum, yaitu
antara lain perlu adanya semacam
Law Enforcement Officer Act.
UU semacam ini sangat diperlukan
bagi penunjangan kontrol terhadap
para aparat penegak hukum yang
melakukan penegakan hukum
terhadap pemberantasan tindak
pidana korupsi. Diharapkan studi
komparasi yang dapat dijadikan
landasan bagi pembentukan UU
yang sangat urgensif ini. Sanksi
tegas dan berat diperlukan UU in,
mengingat kehendak penegakan
hukum di Indonesia ini sangat

IRt P_embuktmn E11m1n351_
6 ,-_:terha __ ap' prinsip kepasman hukum

‘tergantung pada keberadaan

pe]abat penegak hukum ini, bukan =
saja.para Hakim, tetapi pe;abat;':f
pada. Sistem Peradilan Pidana,
yaitu Kep0h51an I&e]al«.saan dan_'; s

_ IﬁmbagaPemasyaxakatan Dengan S
UU ini diharapkan adanya antisipasi - -
i asaan politik.. . - :peniaku korupsi diketahui sedlm'_.._: G

Dahulu putusan Hakimyang | :muﬁgklﬂ Kekayaanyangdlperoleh._ !
' 'd:arl___h_z__l__s_l_l_ perbuatan :korup_s__;__ e

umumnya betupa penempatan
uang pada sarana perbankan akan
diketahui sedini mungkm karena
undang undang ini nantlnya'
memperkenankan adanya suatu.
investigasi terhadap asal-usul uang” .
tersebut secara komprehensif.
Ketiga, legal culture (budaya
hukurn) merupakan aspek signifikan
yangmelihat bagaimana masyaralat
menganggap ketentuan sebagai
civic-miznded sehingga tasyarakat
akan selalu taat dan sadar
pentingnya hukum sebagai suatu
regulasiwmum. Persoalan Hukum
adalah Budaya hukum ini berkaitan
erat dengan soal etika dan moral
masyarakat dan pejabat penegak
hukum dalam mensikapi KIKIN.
Mazsalah rendahnya moral dan
budaya hukum inilah yang sangat
penting dalam pembangunan
hukum Indonesia, dan sangat

menggangou struktur dan substansi




dasi 'éiéfé'rri hukum sécara ke-
“seluruhan. Peranan pejabat penegak
"_hukum dalam memberantas KIKN
: sangat dlpenga.ruh_t oleh moraldan
“etika’ yang berintegrltas deng&n
: 'pemaha_r_n_an _b_udaya huku_m atas
penibersihan KKN ‘tersebut.
“Menutut Prof: Dr. Baharuddin
.Lopa SH: (alm) bahwa' faktot
iman dan pengaruh hngkungan
sar‘gat ‘ménentukan mtegntas
pe jabat penegak hukum.

Penegakan hukum unruk
pemberantasan korupsi dilakukan
dengan cara memberikan dukimgan
peningkatan moral dan etika
penegak hukum, seperti telah
diusulkan di atas, yaitu petlu segera
direncanakan pembuatan Law
Enforcement Officer Act, selain
itu adanya perbaikan sistem
rekruitmen para calon Hakim
(Jaksa, Polisi) yang bebas dati
KKN, melakui katikoulum peningkatan
kesadaran beretika (hukum). Jadi,
tanpa adanya poéfical will dari
institusi kenegaraan, bukan dalam
artian sempit Eksekutif saja, tetapi
juga dad Legislatif dan Judikadf,
maka pemberantasan korupsi akan
sulit mecapai hasil yang maksimal.

Dari penelitian (feld research)
yang dilakukan oleh Prof. Dr, Andi
Hamzah, $S.H. ke berbagai

negara, antara lain Muéngthéi;' '
Malaysia, dan Australia (khususnya
Negara Bagian New South Wales),
melalui bukunya yang secata
lengkap, jelas dan terurai yaitu
“Perbandingan Pemberantdsan
Korupsi Di Berbagai Negara?®,
penulis ‘memberikan bebé’ré’ﬁa
masukan dan. pendapat sebaga1 -
berikut : : : S

~ Aktiviras yang indepen&eh
dari Independent Commission Against
Corruption (ICAC) seperti di
Australia, Thailand (Natienal
Connter Corruption Commission)
sangat menunjang keberhasilan
pemberantasan korupsi, mengingat
Komisi ini tidak berada dibawah
(sub-~ordinasi) dari Pemerintah.
Karena itu, seperti NCCC di
Thailand dapat secara bebas
melakukan penyidikan terhadap
Perdana Menteti Thaksin (masih
akrf sebagai Perdana Menteti saat
iraf) yang diduga melakukan tindak
pidana korupsi. Pofiical Wil secara
komprehensif terhadap pem-
berantasan korupsi itu tidak harus
datangnya dari Eksekutf, tetapi
lembaga Non-Eksekutif, sepert
Legislatif maupun Judikatif, harus
sangat memberikan respon yang
signifikan untuk menghasilkan
pemberantsan korupsi yang




-:ﬁﬂ..-_'f.f-'-:'-';-Lﬁngla“f)

f'-fbuktzaﬁ (Re@erszzl Burdeiz of

e :'_'-'_';]awal.:aan L.omm ini yang iangsung |
- kepada paxlemen (semacam
; bukan kepada Perdana .-

' o—Saxon; memerlulxan penempan
‘Pembalikan Beban Pem-

: Proef atau Gmkerma van: bet
) __'Be‘wzjslast) Ini. merupakan
' _peny}mpanganAsas umumHukum

L Pidana yang menyatakan bahwa

- _smpa yang menuntut dialah - yang
~ harus membukukan kebenatan
 tuntutanaya. Dalam hal “Perbalikan
‘Beban Pemuktlan” Texdalwalah

~ yang harus membuknkan bahwa
dirinya tidak bersalah, jika ia ndak

~ dapat mem’ouktlkannya maka ia
dianggap bersalah. " Sebagai suatu
penyi:m_pahgéﬁ,: maka asasini hanya
diterapkan terhadap perkara-
petkara tertentu (certain cases)
yattu yang berkaitan dengan delik
korupsi, khususnya terhadap
delik baru tentang pemberian
(gratification) dan yang berkaitan
dengan -bribery (penyuapan).
Dalam Rancangan Undang-undang
tentang Tindak Pidana Korupsi
Pasal 12A, sistem Pembalikan
Beban Pembuktian, telah dicantim-

K 'kan secara tegas clan ]elzs oleh Prof wT
. ;Dr Andl Hamzah, S.H. mengenm"":'
rumusan deliknya yang berkaitan:f'f -
. 'dengan pasal4l9 KUHP dan Pasal_ v

420 KUHP. -

AR Penuhs sebagal salah satu i
_Anggota ‘Tim Pakar. Menteri _:
Kehakiman & HAM R pada”rf' =
: :kesempatan memp ertahnkan_".. |
rancangan ketentuan tentung Asas ::
Pembahkan Beban- Pembukman
;membenkan alasan—alasan yunchs'._i;'
yang pada akhirnya dapat diterima
kembali' sebagai suatu ketentuan

baz:uda}amRUUm o

Penuhs berpendapat: bahwa._':;
berdasarkan alasan pendekatan
bistoris, keberadaan Pasal-pasal

suap yang diintrodusikan dati

KUHPidana kedalam UU Tindak -
Pidana Korupsi, batk UU No.3 -

Tahun 1971 (Pasal 1 ayat 1 sub ¢)
maupun - UU No.31 Tahun 1999
(Pasal 5 sampai dengan Pasal 13),
selama ini hanya sebagai pasal-pasal
tidur yang tidak memiliki makna,
artinya dalam sejarah pemberantasan
tindak pidana korupsi, penerapan
pasal-pasal tersebut tidak mencapai
0,1% dari totalitas perkara korupsi.
Atas-penjelasan berdasarkan
pendekatan historis itu, Prof Dr.
Sahetapy, SH sependapat dengan
penulis bahkan beliau berkomentar




bahwa hatus menghindati‘agar
-p'a’s_'aila'pa:sfai .tidak ‘tidak’ saja
menjadl pa'sél “ixnpotén’*" (istilah
penulis adalah pasal “ddus” atau
“mati”). Untuk itu, diperlukan
suatu ‘cara atau metoda untuk
membangunkan ketentuan atau
pasal suap. tersebut dalam pem-
baharian terhadap perundang-
unddngan,tindak_pidana-korupsi.-
“Berdasarkan pendekatan
Eomparatif yuridis, metoda yang
dipergunakan untuk mengaktifkan
ketentuan atau pasal suap ini adalah
dengan memperkenalkan Sistem
Mekanisme ‘Pelaporan. Dengan
adanya sistem pelaporan atas
pemberian suatu barang (atau janji)
kepada-Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara, maka
mercka (pegawai negeri atau
penyelenggaran negara) akan
bertindak pro-aktif, begitu pula
dengan aparatur penegak hukum
yang bertanggung jawab atas
program pemberantasan tindak
pidana korupsi. Atas dasar studi
penelitian tentang pemberantasan

tindak pidana korupsi, dari
keseluruhan delik-delik korupsi
yang bersifat multi-normatif itu
(delik penyalahgunaan kewenangan,
delik ‘materiele wederrechtelijk,
delik penggelapan, dan lain-lain),

hanya delik suap yang san’gat-é’ﬁ]jt

pembuktiannya. Selama iui,

-ketentu_'aﬂ -suzip dalam Uriciai;'gf

undang Tindak Pidana Korupsi
hanyalah “macan ompong” yang
tidak memilik' daya tangkal sama.

sekali, bahkan delik-delik suap

tidak dapat:mengikuti gerak
dinamika perilaku. apatatur

‘penegak hukum agar terhindar dari
jebakanketentuan suap tetsebut.

Dengan adanya Sistem
Mekanisme Pelaporan tersebut
akan dapat diketahui apakah suatu
pemberian (gratifikasi) ita sebagai
suaty perbuatan suap atau tidak
Selain ity melalui sistem pelaporan
tersebut akan dapat diterapkan
Sistem Pembalikan Beban
Pembuktian. Secara o contraris,
dapat dikatakan bahwa apabila
adanya kehendak untuk mencabut
ketentuanmengenai Sistern Pelaporan
ini, maka ketentuan atau delik suap
hanya akan menjadi pasal tidur atau
mati, bahkan menurut istilah
Prof.Dr. Sahetappy, SH sebagai
pasal “impoten”. Selain itu ddak
akan ditekukan apa yang dinamakan
penerapan Asas Pembalikan Beban
Pembuktian, artl yang lebih jauh
adalah bahwa tidak ada po/itical will
dari Pemerintah dan DPR untuk
melakukan pemberantasan tindak




| .:pidaﬁa korupm dan RUU ini akan

. tidak memﬂikl makna sama sekall.
) Betl 'kunya asas Pembalikan Beban
Pembuknan ‘hanya dapat terj jadi
| E be:cdasarkan tetciptanya tetlebih

" . dahulu Sistern Mekanisme Pelapotan.
EERE _Ada:.:_at_a_u tidaknya. dugaan
peianggaran ‘Delik Suap. atas

[N graﬂf}kasz (pemberzan) hanya

- dapat ditentukan melalui Sistern
Meb anisme Peiaperan tersebut.

Tim mermhh Pasal 419 dan
_Pasal_ 420 mengingat unsur-unsur
deliknya mempunyai-daya jangkau
luas dibandingkan Pasal 11 (Pasal
418 KUHP) dan Pasal 13 Undang-
undang No. 31 Tahun 1999 dimana
‘Pasal 11 .dan Pasal 13 Undang-
undang No. 31 Tahun 1999 sama
sekali tidak memiliki unsur
“Dertentangan dengan kewajibarn’”’.
Pelanggaran terhadap perbuatan
dari Pasal 419 KUHP (Pasal 12
Undang-undang No. 31 Tahun
1999) terabsosir (inkluditas)
sebagai pelanggaran Pasal 11
Undang-undang No. 31 Tahun
1999 (Pasal 418), tetapi pelanggaran
atas Pasal 418 KUHP (Pasal 11
Undang-undang No. 31 Tahun
1999) tidak secara otomatis sebagai
pelanggaran Pasal 419 KUHP
(Pasal 12 Undang-undang No. 31
Tahun 1999). Sisdm pelapotan

(kepada KPK) ini sebenarnya -
me_tP.Pa_kan'; parameter untﬁi{_ b

menentukan - apakah suatu_'_'_
pembeﬂan immerupakan suap atau. |
tidak. . o

‘Sebagaimana telah di elaskan_ -
bahwa apabila tidak ayat (2), (3) dan
(4), maka Pasal.12 A ayat (1)
hanyalah ketentuan “mati” sa]a
Pertanyaan: mengapa?

‘Contoh saja: Seorang pegawai
negeri/penyelenggara negara
dengan gaji yang minim sekonyong-
konyong memiliki rumah dan
mobil mewah dengan harga ratusan
juta, bahkan milyaran rupiah. Apa
yang akan dilakukan penegak
hukum tanpa ayat-ayat tersebut ?
Sepertt yang sudah-sudah (Pasal-
pasal KUHP mengenai suap telah
berumur ratusan tahun), penegak
hukum tidak dapat berbuata apa-
apa, artinya penegak hukum skan
bersikap pasif (tidak ada Sistem
Pelaporan) dan lebih-lebih tentunya
si penerima pemberian itu akan
lebih bersikap pasif.

Sebaliknya, apabila ada Sistern
Pelapotan yang bersifat imperatif
artinya ayat (2), (3) dan (4)
tercantum, maka penegak hukum
(termasuk KPK) dapat bersikap
pro-aktif dan si penerima
pemberian akan bersikap altif




‘pulz memberikan laporan, karena
‘apabila tidak melakukan pelaporan
‘terthadap si penerima akan berlaku
“ayat (2) Pasal 12.A RUU, yaitu delik
suap pada pasal 419 dan Pasal 420
‘KUHPjo: Pasal 12 UU No. 31
‘tahun 1999,
" Bérdasatkan alasan-alasan
“yang penulis kemukakan di hadapan
Dewan, pada akhirnya ketentuan
‘mengenai Sistem Mekanisme
Pelaporan ‘int unruk meletakkan
legalitas mengenai relevansi
gratifikasi dengan delik suap serta
justifikasi penerapan asas “‘pernbalikan
beban pembuktian” diberlakukan
sebagal suatu ketentuan baru dalam
RUU 1ni. Pada awal diajukannya
RUU 1ni, ketentuan yang berkaitan
dengan Asas Pembalikan Beban
Pembuktian ini dicantumpakn
pada Pasal 12A yang terdiri atas 5

 Pasal 12 B berbunyi :

ayat sebagaimana telah dibahas
sebelumnya pada buku ini. Pada
RUU yang sekarang telah dlsetu;m
oleh Sidang Pariputna DPR,
ketentuan Asas Pembalikan Beban
Pembuktian maupun 'Si"sté_rh
Pelaporan ini berubah“dan
tercantum pada Pasal 12B (Asas
Pembalikan Beban Pembuk’ﬁéﬁ)
vang terdiri atas 2 ayat dan Pasal
12C (Sistem pelaporan) yang
terdiri atas 4 ayat, narmun demikian
perubahan ini ddak mengandung
atti yang substansiel sehingga
makna yang ada antara pasal
atau ketentuan terdahulu dengan
petubahan ini memiliki persamaan,
artinya perubahan hanya terhadap
huruf pasal (Pasal 12A menjadi
Pasal 12 B® dan Pasal 12C°) dan
redaksionalitas saja, meskipiih
kajian akademis ketentuan ini

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap,
apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,

dengan ketentuan sebegat berikut :

a.  yangnilai Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembukiian bahwa gratifikast
tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00~ (sepuluh juia rupiah), pembukiian bahwa
pratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umurm.
Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun,
dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah).

¢ Pasal 12 C berbunyi :
1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B aayat (1) tidak berlaku, jika penerima

_ melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.




S makna

! _Edlanggap menglniangkan makna.
. 2sas Pemba]ﬂmnBebanPembukﬁm '

e _Redaksmnal 1n1 (Pasal 12. B
o -:Undangmﬂdang No. 20 Tahun
R '__'_:-2001' '

= f_'dlariggap .--Z_]ustru memadakan_._-_ : i
; -_;pemadaan atas: makna, rumusan
deliknya, yaltu (1) tldak jelas lagi':-'
bestanddsel delict dari rumusan

‘sistem ‘pembebanan

' '.pcxumusar_l Pasal 12 B UUNo. 20
Tahun 2001 tersebut membukikan
-tladanya asas pembalikan beban
pembukttan texhadap permasa]ahan
gxaufikam LN

Dalam’ Rancangan Undang-
undang tentang Tindak Pidana
Korupsi Pasal 12A, sistem
Pembalikan Beban Pembuktian,
telah dl_(;ax_l_tmrﬁc_an secara tegas dan
jelas oleh Prof. Dr. Andi Hamzah,
S.H. mengenai rumusan deliknya
yang berkaitan dengan pasal 419
KUHP dan Pasal 420 KUHP.
Namun, setelah dicetmat dengan

: '"nyata bagl berbagm_..
~kalangan ahli hukum pidana -

3‘._'5P€mbukﬁan' '.-"--P:cof AndiHamzah -

" ‘misalnya, beliau: berpendapat

: '.-seksama dengan perubahan'_:
.-tekstual rumusan delik antara Pasal_ S
. Rancangan dengan Pasal barunya

yaitu Pasal 12B. Undanguundang“-'-i-

‘No.20 tahun 2001 (Pemberantasan
Tindak Pldana Korupsi) memang

telah _er]adl pergeseran, bukan_g_..'-’

deliknya, sedangkan delik inti ini.
sangat menentukan perbuatan yang -
dapat dipidana dan siapa yang

harus membuktikannya, (2) bahwg'_ :
d_cr_lgan rumusan delik tersebut,’
baik. pemberian (gratifikasi)
méupun unsur “‘yang berhubungan
denga jabatannya dan yang ber-
lawanan dengan kewajibannya atau
tugasnya” kembali menjadi. .
kéWajibaﬁ Penuntut Umum untuk
membuktikannya. Pada rumusan
Pasal Rancangan, memang tidak
dij_:umuskan dalam pasalnya

terhadap rumusan yang bethubungan

2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima
gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerjaterhitung sejak tangpal gratifikasi tersebut

diterima.

3, - Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik

penerima atau milik negara.

4. " Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dan penentuan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-
undang tentang K.omisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

? Andi Hamzah. Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana. Cetakan 1. Jakarta
Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002, halaman 113.




“dengan jabatannya (‘4 g3 bedening”)
~‘danyang telah melakukan peketjain
':b_értéﬂtaﬁgan' dengan kewajiban-
aya (“Gn strjd mes 35 o plichr”) dengan
maksud runiusan itg’ men]adl
kewa;iban terdakwa untuk mem-
bukt;karmya secata tetbalik! Namun
‘demikian, apablla dilakukan
pendekatan secara wntrario, maka
pembahkan beban pembuktzan ini
dmnggap eksis dan terlihat dari
tumusan pasal 12B ayat (2) yang
berbunyi: Yang milawizya Rp. 10.000.000,-
(sepuinb juta rupiah) atau lebib,
pembuktian babwa gratifikasi tersebut
bukan mernpakan suap dilakeutan oleh
penerima gratifikasi”, meskipun
pendapat ini masih ber51fat
polermsus :

Memang harus diakui pe—
rumusan Pasal 12 B UU No. 20
Tahun 2001 ini dari sisi pendekatan
substant1ef (hukum pidana)
memad_al__can_makna asas “‘Pembalikan
Beban Pembuktian” manakala
unsure (yang dianggap sebagai
bertanddee! delict) yaitu yang
berhubungan dengan jabatan (‘%
2ijn bedeming”) dan yang melakukan
pekerjaan yang bertentangan
dengan kewajiban (in s#ijd s plicht)
dirumuskan secara tegas dan jelas
pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun

2001, artinya kewajiban ‘pem-
buktian adalah imperatif pada
Jaksa Penuntut Urmum, buku pada
diri terdalkewa lagi. Segala “areriol
Jeityang dirumuskan sebagai delik
dalam suatu produk ~hukuin
menjeadi kewajiban imperatif
Jaksa Penuntut Umum untuk
membuktikannya. Jadi-bagi
kalangan yang melakukan pen-
dekatan gramatikal, agak sulit
mempertahankan makna Pasal 12
B UU No. 20 Tahun 2001 sebagai
pengakuan asas Pembalikan Beban
Pembuktian, meskipun Pasal 12B
ayat (1) huruf a menyatakan: *
Pemnbuktan bahwa grartifikasi
tersebut bukan merupakan suap
dilakukan oleh Penerima Gratifikas?”,
Dari semua permasalahan-
permasalahan di atas, disini
sangat berarti peran kebijakan
kriminal (Criinal Policy) melalui
pendekatan non-penal, yaitu
dengan meningkatkan langkah-
langkah kampanye anti-korupsi
misalnya. Kampanye semacam ini
diperlukan dengan pendekatan
antara masyarakat, pers (sebagai
social power) dan institusi ke-

negaraan. Mengapa dikatakan
institusi kenegaraan? Masalah
korupsi di Indonesia sekarang ini
sudah tidak dapat dikatakan lagi




: -'sebagm persoalan-_--eksekunf saj
© tetapi sudah. terkontarm__ s

- “hadap mstlmszikenegaraan lamnya A _
-apakah itu legislatif, yudikatif, Mﬁmﬂs‘-lkl era pcmbaha.ruan |
- lembaga non—pemenméh Iembaga - huky _
o (operaszonah—sam) substansi hukum
5 (pembaharuanpemndang—undangan. o
‘tindek pidana korupsi) tanpa
'didukung penmgkatan budaya
" hukum dan motal yang baik dati
_apatatur penegak hukum akan
menghasilkan erata terhadap sistem
“hukum peradilan pidana, akibataya
‘pemberantasan tindak pidana.
korupsi hanya sebatas retorika

SHB Lo M il

_ kenegaraan yan,g lamnya, Pendekatan

) euka dari pe]abat p_enegak'hukum
: _zdan struktur
'fdan szstem hukum":akan tldak

keutuhan’ su
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RANGAN INSIDER TRADING.
 DIPASARMODAL

Oleh

'Berbégai n'egai:a diduniz telah
' _-mﬂn]adlkm pasat. modal sebagai
‘ safanapenting dalam pembangtman
_ekonomi.. Karena: esensi: ‘pasar
-mo_d_al selain berfungsi sebagai
‘sarana untuk m’eng'hinpun dan
‘me ngaioka sikan dana masyarakat
juga  mempunyai peranan yang
penting bagi perkembangan dunia
usaha, yang pada gilitannya
mendukung perekonomian secara
keseluruhan.

-, Namun, ddak dapat disangkal,
bahwa di; pasat modal telah rouncul
pu}a berbagal tindak ke]ahatan
baik berupa pempuan (fmzm’)
maupun berupa manipulasi pasar.
Salah satu bentuk penipuan itu
adalah berkenaan'dengan pelanggaran
ketentuan prinsip keterbukaan,
yang terditi pernyataan menyesat-
kan (miskading statement) disebabkan
adanya pengungkapan fakta materiel

Pref Dr BlsmarNasunon, SI—I MH* .

yang saiah (mzfrqprmm‘atzm) =zu:au

dalam pengungkapan itu terdapat

| penghﬂangan fakta matetiel (0?723.3‘ o).

- Sisilain pelanggaran ketenman
prinsip. keterbukaan dapat di-

pahami darl praktek znsider ;mdzfzg
(perdagangan orang dalam). Prakiek
tnsider #rading tetjadi apabila zfg._r_z_cz_’er
(orang dalam) melakukan per—
dagangan dengan menggunakan
informasi fakia materiel yang
belum msampalkan kepada pubiik

(materiel non-public information).' .

- Artinya, dalam zusider zrading
tersebut nsider mempunyal informasi

yang mengandung fakta materiel

yang dapat mempengaruhi harga
sabam. Posisi zzsder yang lebih baik
(informational advantages) dibanding-
kan dengan investot lain dalam
pérdagangan__saham dapat men-
ci_ptakan_pefdagangan saham yang
tidak fair. Sebab praktek insider

* Dosen Fakultas Hyikum Universitas Sumatera Utara Medan

!Jack E. Karens dan¢Frederick P. Schadler, “Requiring Bosic Disclosure of Preliminary
Management Buyout Negotiation : Re-defining Rule 10b-5 Materiality,” " After RIR Nabisco,
Memphis State University Law Review, vol.19, 1989, hal. 329.




